[bookmark: _Toc112182338][bookmark: _GoBack]BAB I 
[bookmark: _Toc112182339]PENDAHULUAN

1.1 [bookmark: _Toc112182340]Latar Belakang
Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan Desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa dimasa lampau merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Bahkan terbentuknya Indonesia dimulai dari pedesaan, fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Jika dibandingkan jumlah kota dan desa, perbandingannya akan lebih besar jumlah desa dibanding kota. 
Sekarang ini regulasi tentang Desa telah diatur khusus, terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “menegaskan Desa bukan lagi local state government tapi Desa sebagai pemerintahan masyarakat, dengan konstruksi menggabungkan fungsi antara self governing community dan local self government". 
Kewenangan Desa tercermin dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. 
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Dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dikatakan bahwa pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 
Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa senantiasa memperhatikan asas-asas pembangunan antara lain, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi masyarakat. 
Salah satu wujud rekognisi Negara kepada Desa adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun anggaran 2016 prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 
Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur karena Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar (basic need) masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu perencanaan, maka salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. 
Pemerintah Desa Karangsambung dalam meningkatkan aksebilitas pembangunan, guna kelancaran kegiatan perekonomian sarta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, terus berupaya mengoptimalkan pembangunannya baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan publik yang terbengkalai. Adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah Desa Karangsambung adalah perbaikan jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi utama masyarakat. Dengan tercukupinya kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan diharapkan kecukupan tingkat rumah tangga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Karangsambung Kepala Desa Karangsambung dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Saat ini masalah infrastruktur jalan menjadi agenda penting yang dibenahi pemerintah Desa, karena infrastruktur merupakan penentu utama keberlangsungan kegiatan pembangunan. 
Berdasarkan pengamatan penulis secara langsung, bahwa capaian kinerja pembangunan di Desa Karangsambung masih belum maksimal, salah satunya terlihat dari kondisi umum infrastruktur yang ada masih kurang memadai khususnya pada infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan di beberapa bagian dan sebagaian besar masih berupa tanah yang sulit untuk dilalui.
Untuk itu melihat dari beberapa hal tersebut penulis mengajukan judul penelitian sebagai berikut:
“Implementasi Kebijakan dalam Peningkatan Pembangunan Infrastruktur di Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka” 


1.2 [bookmark: _Toc112182341]Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Belum Optimalnya Pembangunan Infrastruktur di Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka”
1.3 [bookmark: _Toc112182342]Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana Implementasi Kebijakan dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka ?
2. Untuk mengetahui Faktor dan Hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka?
3. Upaya apa saja yang sudah dilakukan dalam menangani hambatan pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka?
1.4 [bookmark: _Toc112182343]Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui Implementasi Kebjiakan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka. 
2. Untuk mengetahui Faktor dan Hambatan yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur jalan di Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja dalam menangani hambatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa karangsambung kecamatan kadipaten kabupaten majalengka.
1.5 [bookmark: _Toc112182344]Kegunaan Penelitian
Terdapat kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian ini baik secara teoritis dan secara praktis yaitu :
1.5.1 [bookmark: _Toc112182345]Kegunaan Penelitian Secara Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau masukan bagi perkembangan Administrasi Publik dan menambah pengetahuan tentang Pengimplementasian Kebijakan – Kebijakan pemerintah, apakah pelaksaannya sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah.


1.5.2 [bookmark: _Toc112182346]Kegunaan Penelitian Secara Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran bagi Pemerintah Desa karangsambung Kecamatan kadipaten Kabupaten majalengka dalam rangka menyempurnakan pembangunan infrastruktur desa. 
1.6 [bookmark: _Toc112182347]Kerangka pemikiran
Sebagai wujud implementasi dari undang-undang tentang pemenrintahan Daerah maka undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Regulasi tersebut hadir untuk memperkuat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aturan tersebut sangat jelas agar Desa mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan lain dari pemerintah Daerah dan Provinsi. 
Pembangunan Desa melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan lebih jelasnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
Grindle dalam bukunya politics and policy implementation in the third word (1980) mengatakan bahwa “implementasi kebijakan bergantung pada isi dan kontennya, dan tingkat keberhasilannya bergantung pada kondisi komponen variabel sumber daya implementasi yang diperlukan”.
Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah (dasein and dasollen). Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn. (Grendle, 1980:7) bahwa tugas “Implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (policy stakeholders)”. 
Makna perumusan diatas adalah bahwa impelentasi mengandung pengertian tindakan yang di lakukan individu atau pejabat maupun swasta yang mengarah pada tujuan yang ditetapkan. Tindakan – tindakan-tindakan tersebut adalah berupa upaya-upaya untuk mengadministrasikan dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. Oleh karena itu maka yang menjadi fokus perhatian impelentasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program, dinyatakan berlaku.
Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan atau program-program. Implementasi juga bisa di artikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan. Akhirnya, pada tingkat abstrasi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikatikan dengan program atau dengan undang-undang, dan keputusan yudisial.
Yeremias T.(1995) dalam buku Herabudin 2016:146 menjelaskan bahwa proses “implementasi kebijakan publik adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah kebijakan diadopsi (adopted) atau disahkan oleh yang memiliki otoritas untuk kebijakan bersangkutan”. Dengan demikian, implementasi kebijakan publik sering dikaitkan dengan proses administratif yang ditemukan banyak proses dan aktivitas organisasional dalam proses dan pendekatan yang dilakukannya.
Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran (target group), tetapi menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan (intended) maupun yang tidak diharapkan (unintended).
Hal ini diperkuat oleh Bardach serta Steiss dan Daneke (Patton dan  Sawicki, 1986) yang menyebutkan bahwa “proses kebijakan merupakan seperangkat permainan yang menuntut banyak aktor untuk melakukan maneuver tertentu untuk mewujudkan keinginan mereka”.
Teori yang di gunakan untuk menganalisis Impelentasi Kebijakan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur di Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, penelitian ini menggunakan teori dari Merilee S. Grindle (1980). 
	Dalam pandangan Grindle, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu: 
1.  Konten / Isi Kebijakan
Isi Kebijakan atau konten akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan yang menghendaki perubahan besar, pada umumnya akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran sehingga implementornya mungkin merasa kesulitan melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle antara lain ialah kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program, jenis manfaat yang akan dihasilkan, jangkauan perubahan yang diinginkan, kedudukan pengambil keputusan, pelaksana program, sumber daya yang disediakan, konteksimplementasi.
2.  Konteks / Lingkungan Implementasi Kebijakan
Lingkungan Implementasi kebijakan mencakup hal berikut, antara lain besarnya kekuatan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.
Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang telah di sahkan oleh badan hukum atau dengan instansi terkait untuk menyelaraskan apa yang tertuang di dalamnya, untuk mengetahui hambatan apa saja yang ada dalam suatu program dan kebijakan mengenai hal terkait. Dengan ini, maka penulis mengambil teori tentang implementasi kebijakan.
	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.    
Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa atau nation building (Siagian 1994).
Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, Pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994).
[bookmark: _Hlk53718879]Infrastruktur adalah semua fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat umum untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
[bookmark: _Hlk53718926]Pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.
Ruang lingkup Pembangunan Infrastruktur ada tiga yaitu :
1. Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan aksessibilitas desa, yaitu jalan,jembatan
2. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian yaitu irigasi.
3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan
dasar masyarakat meliputi penyediaan air bersih, sanitasi perdesaan.
Pada dasarnya, jika Pemerintahan Desa Karangsambung mengefektifkan Pembangunan Infrastruktur di wilayah desa Karangsambung, maka masyarakat bisa merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur.
Menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan 


[bookmark: _Toc111069703]Gambar 1.1 
Model Kerangka PemikiranImplementasi Kebijakan dalam Peningkatan Infrastruktur Pembangunan di Desa Karangsambung Kec.Kadipaten Kab.Majalengka
Dianalisis dengan
Teori Merilee S. Grindle (1980) :
1. Isi Kebijakan
2. Lingkungan Implementasi Kebijakan

Implementasi pembangunan Infrastruktur desa berjalan dengan kurang efektif


 Pembangunan Infrastruktur desa berjalan dengan efektif
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa 
Implementasi Pembangunan Infrastruktur  desa berjalan dengan efektif

Upaya yang di lakukan agar Implementasi pembangunan Infrastruktur Desa berjalan dengan efektif




[bookmark: _Hlk99633850]INPUT
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1.7 [bookmark: _Toc112182348]Definisi dan Operasionalisai Konsep Penelitian
1.8.1 [bookmark: _Toc112182349]Definisi Konsep Penelitian
	Penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur di Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka. Dalam hal ini penulis menjelaskan kembali untuk memudahkan pemahaman, agar tidak terjadi kesalah fahaman antara penulis, pembimbing, dan penguji skipsi. 
1. [bookmark: _Hlk57330682]  Implementasi adalah penerapan tindakan-tindakan yang di buat oleh atasan, birokrat, pejabat tinggi, maupun Undang-Undang demi pencapaian suatu tujuan yang di kehendakinya.
2.   Kebijakan adalah suatu program yang sebelumnya di rencanakan terlebih dahulu, dan merupakan hasil analisis yang mendalam dari berbagai alternatif yang ada dan disimpulkan menjadi suatu regulasi yang harus di patuhi.
3.   Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.
4.   	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
5.    Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, Pendidikan dan 
7. teknologi, kelembagaan, dan budaya.
8.   Infrastruktur adalah semua fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat umum untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
9. Pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. 


1.8.2 [bookmark: _Toc112182350]Operasionalisasi Konsep Penelitian
[bookmark: _Toc109910828]Tabel 1.1 
Operasionalisasi Konsep Penelitian

	Konsep
	Dimensi
	Parameter

	

Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle dalam Herabudin (2016 : 131)
	1. Konten / Isi Kebijakan
	1. Pelaksana Program
2. Jenis Manfaat Yang Akan Dihasilkan
3. Sumberdaya Yang Digunakan
4. Perubahan Yang Diinginkan
5.  Letak Suatu Kebijakan

	
	2. Konteks/Lingkungan Implementasi kebijakan
	1. Kekuasaan,kepentingan, dan strategi
2. Kepatuhan dan daya tanggap





1.8 [bookmark: _Toc112182351]Metode Penelitian
1.8.1 [bookmark: _Toc112182352]Metode Penelitian Yang Di Gunakan
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan alasan  penelitian harus terjun ke lapangan untuk menemukan dan melakukan obserfasi, sehingga dapat menghayati langsung keadaan sebenarnya mengenai peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa karangsambung kecamatan kadipaten kabupaten majalengka
Menurut Denzindan Lincoln (dalam Meleong, 2010:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.
Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan mengenai Implementasi Kebijakan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur di desa karangsambung kecamatan kadipaten kabupaten majalengka, selain berpedoman pada teori-teori yang sudah ada, penulis juga melakukan wawancara untuk mengetahui relevansi antara teori dengan kenyataan lapangan yang ada.
1.8.2 [bookmark: _Toc112182353]Informan dan Teknik Pemilihan Informan
Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Seseorang informan dapat memberikan informasi yang berupa pertanyaan, kata-kata, pendapat, atau pandangan mengenai objek penelitianTeknik pemilihan informan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dimana pengambilan informan dipilih sesuai dengan kebutuhan peneliti, yang di anggap bisa memberikan informasi tentang situasu dan kondisi latar penelitian. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Informan Kunci (Key Informan)
Adapun informan kunci yang mengetahui lebih detail permasalah penelitian ini ialah Informan yang didapat langsung dari Sekretaris Desa.
b. Informan Pendukung
Informan pendukung berguna untuk menambah informasi yang di teliti yaitu:
1.  Pegawai Kantor Desa Karangsambung Kec. Kadipaten Kab. Majalengka
2. Masyarakat Desa Karangsambung Kec. Kadipaten Kab. Majalengka
1.8.3 [bookmark: _Toc112182354]Teknik Pengumpulan Data
Teknik, cara metode yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dibutuhkan sebagai bahan pembuatan laporan penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian kualitatif.
Dalam penelitin ini ada dua macam data untuk mendapatkan data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diambil langsunng dari sumbernya, sedangkan data sekunder merupakan data yang diambil dari hasil orang lain. Sumber data dari primer digunakan oleh peneliti ini melalui wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.
Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Observasi 
Melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian secara berulang terhadap suatu objek pengamatan pada tempat yang sama ataupun berbeda. Observasi difokuskan pada pengamatan langsung terhadap masalah yang akan diteliti. 
2. Wawancara 
Dilakukan guna memperoleh data primer peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan. agar biasa mendalam berkaitan dengan permasalahan penelitian Terkait penelitian, peneliti ini menggunakan metode indepth interview, disitu penelitian dengan informan,bertatapan secara langsung untuk mendapat informasi yang tepat (valid) 
3. Dokumentasi 
Dilakukan guna mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan kajian terhadap data-data dokumen pribadi dan dokumen resmi, baik visual maupun berupa tulisan yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa buku-buku yang ada untuk mencari konsepsi-konsepsi dan teori-teori yang sangat sehubungan erat dengan permasalahan. Sumber pada laporan, skripsi, buku, surat kabar dan dokumentasi lainya yang sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.  
1.8.4 [bookmark: _Toc112182355]Teknik Pengujian Keabsahan Data
Keabsahan data yang dipakai dalam penulisan proposal ini adalah triangulasi, triangulasi dalam pengujian kredibilitas adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Menurut William Wiersma (dalam Sugiyono, 2012) membedakan tiga macam triangulasi yaitu: 
1. Triangulasi dengan sumber 
Triangulasi dengan sumber yaitu teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber suatu informasi. 
2. Triangulasi dengan teknik 
Triangulasi dengan teknik yaitu teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara secara mendalam kepada informan, kemudian dicek dengan dokumen-dokumen.
3. Triangulasi dengan waktu 
Triangulasi dengan waktu yaitu teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, dan pada saat sore hari saat narasumber sudah merasa jenuh dan dipenuhi oleh banyak masalah. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulangulang sehingga sampai di temukan kepastian datanya 
1.8.5 [bookmark: _Toc112182356]Teknik Analisis Data
Teknik Analisis Data Analisis data dalam kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis secara mendalam data deskriptif yang diperoleh dari data yang terkumpul sebagaiman adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.
Moleong (2017 : 280), analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan pola, kategori , dan dapat di rumuskan hipotesi kerja seperti yang disarankan oleh data yang pertama – tama pengorganisasikan data yang terkumpul yang terdiri dari catatan lapangan dan tanggapan peneliti, gambar, foto dokumentasi berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya kemudian mengatur, mengurutkan, pengelompokan, membelikan kode, dan mengkategorikannya sehingga menemukan tema dan hipotesis keija yang akhimya diangkat menj adi teori substantive. 
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan analisis deskiiptif, dengan tahap-tahap sebagai berikut: 
1. Reduksi Data
Yaitu data yang telah diperoleh kemudian dilurnpulkan, dirinci secara sistematis, kemudian memilih hal – hal yang pokok sesuai dengan fokus dan masalah penelitian. Dengan kata lain reduksi data adalah memilih dan memilah data yang telah diperoleh. Data yang telah direduksi diharapkan memberikan gambaran yang lebih tajam, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. 
1. Display Data
Yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian, gambar, tabel, dan sebagainya. Dalam display data ini hanya data yang relevan dengan jscti Dan masalah penelitian yang dijadikan. 
1. Verifikasi Data
Yaitu peneliti berusaha memperoleh makna dari berbagai data yang di kumpulkan kemudian dibuat pola, model, tema, hubungan dan permasalahan terhadap hal-hal yang sering muncul.
1. Penarikan Kesimpulan
Yaitu menyimpulkan secara logis berdasarkan reduksi dan display data serta verifikasi di atas.
1.9 [bookmark: _Toc112182357]Lokasi dan Rencanaan Jadwal Penelitian
1.9.1 [bookmark: _Toc112182358]Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang akan di teliti yaitu bertempat di Desa Karangsambung, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Adapun alesan peneliti memilih lokasi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Terdapat Masalah
2. Adanya data yang mendukung dalam penelitian 
3. Lokasi penelitian terjangkau oleh peneliti.  
1.9.2 [bookmark: _Toc112182359]Jadwal Penelitian
Penulis melakukan penelitian dilakukan selama 4 bulan dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2022, Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut.  
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	2022

	
	Bulan
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	September
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	1
	2
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	4
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	2
	3
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